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Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu 
sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem 
administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK diharapkan dapat memberikan 
kemudahan dan tertib administrasi sehingga dapat memperkecil kecurangan yang 
terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan 
mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat 
dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual 
sudah berjalan dengan cukup baik, simana setiap tahapan hampir berjalan dengan 
lancar karena dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada 
dalam ketentuan. Hambatan yang terjadi dalam proses Implementasi Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu menyangkut masalah kurangnya 
sumber daya manusia yang mampu menjalankan berbagai peralatan informatika 
yang dipergunakan selama implementasi. Selain itu, kurang maksimal serta 
efisiennya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar 
pelaksanaannya dapat lebih maksimal pula. 
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Population Administration Information System (SIAK) is an information 
system compiled based on procedures and based on information and 
communication technology that aims to organize the population administration 
system in Indonesia.SIAK is expected to provide ease and orderly administration 
so as to minimize fraud that occurs in service to the community and can improve 
the quality of public services 
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of 
the Population Administration Information System, and describe and analyze the 
supporting and inhibiting factors in the implementation of the Population 
Administration Information System.The research method used is descriptive 
research with a qualitative approach that uses the analysis methods of Milles and 
Huberman 
The results showed that the Implementation of Population Administration 
Information System in the Tual City Population and Civil Registry Service had 
gone quite well, where each stage almost went smoothly because it was carried 
out by referring to the procedures and mechanisms contained in the 
provisions.Barriers that occur in the process of Implementation of Population 
Administration Information System, which is concerned with the problem of lack 
of human resources capable of running various informatics equipment used during 
implementation. Besides that, it is not maximized and the efficiency of 
socialization and counseling given to the community so that the implementation 
can be more maximized 
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A. Latar Belakang 
Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dengan persebaran tidak 
merata serta rendahnya kualitas penduduk menjadi permasalahan berkaitan 
dengan kependudukan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, ekonomi, 
kesehatan dan lain sebagainya. Menyikapi permasalahan kependudukan, para 
penyelenggara negara dituntut untuk bekerja lebih keras mulai dari pemerintahan 
tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintahan yang terkait dengan mengumpulkan 
dan menjamin ketersediaan data kependudukan secara akurat dan lengkap sesuai 
yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi informasi kependudukan. 
Menyikapi berbagai permasalahan, pemerintah berusaha memperoleh data 
tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk membuat pemetaan guna 
menanggulangi masalah kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk 
merupakan tanggung jawab pemerintah Kota/Kabupatendimana dalam 
pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran 
penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga 
negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang administrasi kependudukan, sehingga pelayanan perlu dilakukan dengan 





Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam 
pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangat 
penting. Hal ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara mulai dari 
tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan 
menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan 
informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam 
merumuskan suatu kebijakan di Indonesia.Administrasi kependudukan merupakan 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data tersebut merupakan sumber 
basis data yang terintegrasi secara nasional sehingga keakuratan data dapat 
dipertanggungjawabkan karena seluruh data telah tersimpan dalam server pusat 
(Bank Data Kependudukan Nasional). 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual telah memberlakukan 
sebuah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berguna untuk 
pemutakhiran data kependudukan dimana database dari sistem ini terintegrasi 
secara Nasional/Provinsi/Kota melalui pengentrian data kependudukan di 
Kecamatan. SIAK merupakan suatu sistem pengumpulan, pengolahan dan 
penyajian data penduduk yang cepat dan akurat agar menghasilkan informasi 
kependudukan yang tepat guna untuk membantu pemerintahan dalam 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. SIAK ini akan memudahkan 
dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan sehingga administrasi 
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kependudukan lebih efektif dan efisien.SIAK dalam pelaksanaannya diatur sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan. Sistem ini mengeluarkan/ output dari pendataan penduduk dan 
pencatatan sipil antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), 
Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Pindah, 
Surat Datang, dan lain sebagainya. Dengan adanya pelayanan administratif 
tersebut maka hak dan kebutuhan dasar warga negara akan terjamin karena 
dokumen yang dapat menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil 
lainnya tersebut sangat vital dalam kehidupan warga. Sehingga pelayanan tersebut 
sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus 
diselenggarakan oleh negara (Dwiyanto, 2010:20). 
SIAK merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-
prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk 
menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK bisa menjadi solusi 
dari masalah kependudukan yang ada, karena dengan adanya pengelolaan data 
secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional 
dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil 
perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan 
perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan 




Penyelenggaraan aplikasi SIAK tentu tidak mudah mengingat pengelolaan 
data secara online sehingga membutuhkan dukungan koneksi jaringan internet 
ketika penduduk mendaftarkan dirinya. Hasil wawancara tanggal 29 November 
2017 dengan Bapak Bakry Kabalmay, SE selaku PLT. Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual terkait pengimplementasian SIAK, 
menyatakan: 
“Pelaksanaan SIAK pada dasarnya didukung oleh komputer yang 
terkoneksi dengan jaringan internet yang baik (tidak lambat), bila 
koneksi internet lemah maka pelayanan administrasi kependudukan 
akan terganggu seperti pembuatan KTP-el berbasis NIK secara 
Nasional, KK, dan Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta 
Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengangkatan 
Pengesahan dan Pengakuan atas Anak (P3A), dan lain sebagainya. 
Apabila koneksi internet dalam sehari lemah maka pelayanan 
administrasi kependudukan akan sangat terganggu mengingat 
masyarakat Kota Tual yang mendaftarkan dirinya untuk 
administrasi kependudukan selalu ramai tiap harinya. Perekaman 
KTP-el yang seharusnya dapat terselesaikan dalam waktu beberapa 
menit dapat juga terhambat akibat koneksi internet yang terputus. 
Belum lagi ditambah dengan pendukung dari sumber daya baik 
finansial dan non finansial seperti peralatan yang berperan pada 
pengaplikasian SIAK seperti, komputer, percetakan blangko KTP-
el dan printer yang perlu diremajakan karena usianya yang sudah 
lama. Kemudian sumber daya manusia yang mengoperasikan 
aplikasi SIAK masih sedikit yang sesuai pada kemampuannya 
dibidang teknologi informasi dan komunikasi.” 
 
Pengolahan database kependudukan tentu tidak mudah jika tidak didukung 
dengan koneksi yang cepat mengingat koneksi tersebut menghubungkan komputer 
yang memiliki aplikasi SIAK secara tersambung selalu antara Disdukcapil 
Kabupaten/ Kota dengan Pusat. Mengingat pusat dari database kependudukan itu 
terdaftar pada database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
pada Kementerian Dalam Negeri sehingga penduduk yang telah terdaftar ke 
dalam SIAK Disdukcapil Kabupaten/ Kota akan diakui secara negara. 
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Berdasarkan datasensus jumlah penduduk Tahun 2016 yang dilakukan Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kota Tualmemiliki jumlah penduduk 69.689 jiwa yang 
setiap tahunnya mengalami perubahan. Data perkembang jumlah penduduk Kota 
Tual dapat dilihat pada Gambar 1.1. 










Sumber: BPS Kota Tual, data diolah (2017) 
Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kota Tual 
menunjukkanpeningkatan dari tahun ke tahun, maka dituntut adanya suatu data 
kependudukan yang baik pula, demi kepentingan penyelenggaraan pelayanan 
publik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Apabila terjadi 
ketimpangan yang nyata antara jumlah penduduk yang besar dengan dukungan 
sumber daya manusia yang relatif rendah, maka akan timbul permasalahan-
permasalahan menyangkut kependudukan. Oleh karena itu, pemerintah 
diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi kependudukan yang terorganisir 
dari pusat hingga ke daerah. 
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Berdasarkan Gambar di atas diperoleh jumlah penduduk Kota Tual pada 
tahun 2013 sebesar 64.032 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 52.722 jiwa wajib 
memiliki KTP-el dan sebanyak 32.296 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el. 
Tahun 2014 jumlah penduduk Kota Tual sebesar 65.882 jiwa, dari jumlah tersebut 
sebanyak 56.920 jiwa wajib memiliki KTP-el dan sebanyak 33.232 jiwa sudah 
melakukan perekaman KTP-el. Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Tual sebesar 
67.783 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 59.766 jiwa wajib memiliki KTP-el 
dan sebanyak 36.616 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el. Tahun 2016 
jumlah penduduk Kota Tual sebesar 69.689 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 
59.532 jiwa wajib memiliki KTP-el dan sebanyak 38.265 jiwa sudah melakukan 
perekaman KTP-el (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tual, 2017).  
Data kependudukan yang akurat merupakan perihal yang sangat penting 
dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan pasal 25 dari segi sumber daya manusia 
sebagai Administrator Database (ADB) selaku server dan jaringan yang mengerti 
akan program SIAK. Administrator Database (ADB) tidak hanya mengoperasikan 
aplikasi SIAK saja. Namun, juga bertugas sebagai teknisi peralatan pendukung 
SIAK apabila terjadi kendala pada mesin saat pengoperasian aplikasi SIAK guna 
pelayanan administrasi kependudukan. 
SIAK selain itu juga memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) Nasional sebagai nomor identitas tunggal pada pelaksanaannya Disdukcapil 
Kota Tual juga terjadi permasalahan dalam proses pencetakan KTP-el yang 
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sedikit memakan waktu cukup lama akibat keterbatasan blangko KTP-el yang 
mulai dibatasi dan benar-benar terjadi kekosongan blangko KTP-el yang 
akibatnya dalam pelaksanaan pelayanan mulai kewalahan melayani masyarakat. 
Sementara antusias dari masyarakat yang semakin hari semakin banyak, padahal 
pemerintah pusat mengeluarkan Surat Edaran yang isinya pada Tanggal 30 
September 2016 sebagai deadline dari pemrosesan KTP-el berakhir melakukan 
perekaman bagi para penduduk. Akibatnya jika belum melakukan perekaman 
KTP-el akan dihapus dari daftar kependudukan pada database pusat yang 
berimbas terhadap proses pemberian berbagai macam bentuk pelayanan publik 
dan hal tersebut akan memaksa aplikasi KTP-el untuk bekerja lebih keras. 
Keadaan juga semakin rumit dengan banyaknya masyarakat yang ingin 
dilayani dengan cepat oleh pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil. 
Kejadian tersebut dapat memicu adanya tindakan yang curang, misalnya ingin 
mendapat pelayanan cepat maka masyarakat memberikan sesuatu imbalan kepada 
pegawai agar proses pelayanan diberikan dengan cepat.SIAK diharapkan dapat 
memberikan kemudahan dan tertib administrasi sehingga dapat memperkecil 
kecurangan yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat serta dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Rata-rata perhari jumlah pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan 
administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tual Provinsi Maluku untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) rata-rata 1 hari 125 
pemohon dan penerbitan KTP jumlahnya rata-rata 250 pemohon. Pelayanan 
administrasi kependudukan yang meliputi penerbitan KK, KTP dan capil pada 
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saat ini dapat diselesaikan dengan jangka waktu 2 sampai 3 hari, hal ini 
disebabkan kurangnya tenaga operator yang tidak seimbang dengan jumlah 
pemohon.  
Ditetapkannya SIAKsebagai suatu kebijakan yang dipersiapkan untuk 
meningkatan kualitaspenyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan 
tentu tidak akan secara langsung dapat menjamin tercapainya ekspektasi-
ekspektasi yang sebelumnyamenjadi acuan dalam perencanaan penetapannya. 
Suatu kebijakan harusdikonversi menjadi kegiatan operasional untuk mencapai 
tujuannya. Dengan katalain, tahap implementasi SIAK pun memiliki peran yang 
begitu penting dalam menentukan tercapai atautidaknya peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang diharapkan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual 
Provinsi Maluku”. 
 
B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan 
masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku? 
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk: 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tual Provinsi Maluku. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan 
penghambat dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual 
Provinsi Maluku. 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai dapat memberikan kontribusi 
yang bermanfaat bagi pihak yang terkait, yaitu : 
1. Kontribusi Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi atau 
masukan akademis dan pengembangan ilmu administrasi publik yang 
menyangkut teori administrasi publik, implementasi sistem informasi 
manajemen dan khususnya SIAK dalam suatu program pemerintah. 
2. Kontribusi Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 
Kota Tual Maluku dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tual Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan.  
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E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam memahami 
isi penulisan skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
kontribusi penelitan serta sistematika pembahasan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin sosial yang 
berkaitan dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini menyangkut 
pendekatan administrasi publik, sistem informasi, implementasi sistem 
informasi manajemen, administrasi kependudukan, dan SIAK. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan 
situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, 
metode analisis data, dan teknik keabsahan data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan analisis yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah 
dijabarkan pada tinjauan pustaka. Memuat tentang hasil dan pembahasan 
penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
BAB V : PENUTUP  
Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian 
yang dilakukan. Saran tersebut ditunjukan untuk pihak-pihak terkait dan 





A. Administrasi Publik 
1. Pengertian Administrasi Publik  
Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah 
konsep yang baru, karena konsep administrasi publik sudah ada sejak dulu, 
namun istilah yang digunakan bukan administrasi publik melainkan 
administrasi negara. Syafri (2012:8-9) menjelaskan bahwa “Administrasi 
publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur 
pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara yang 
telah ditentukan dan disepakat bersama sebelumnya.” Keban (2014:3) 
mengemukakan bahwa “Administrasi Publik adalah proses dimana sumber 
daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk 
memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) 
keputusan-keputusan dalam publik.” 
Nicholas dalam Nababan (2012:5) mendefinisikan administrasi publik 
adalah:  
“suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, 
dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah 
dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan 
juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap 
kebutuhan publik. Administrasi publik berusaha 
melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan 





Pasolong (2011:8), mengemukakan bahwa “Administrasi Publik adalah 
suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan 
mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya 
dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik 
agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.” Syafiie dan Tandjung 
(2006:12) mendefinisikan “Administrasi Publik adalah proses dimana 
sejumlah manusia memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap 
dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 
mereka miliki.” 
Administrasi publik berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan 
sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tahap-tahap kebijakan publik yang 
meliputi formulasi dan implementasi kebijakan publik, berkaitan dengan 
proses kerjasama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatannya 
menghasilkan berupa barang dan jasa dan mempunyai aspek praktis dan 
teoritis. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis, apabila dikaitkan secara 
normative, maka proses kebijakan digambarkan sebagai sebuah siklus yang 
bermula dari agenda setting (atau bahkan dari identifikasi masalah-masalah 
publik): pemilihan alternatif kebijakan; formulasi kebijakan; implementasi 
kebijakan (termasuk monitoring); evaluasi kebijakan yang kemudian 






2. Ruang Lingkup Administrasi Publik 
Ruang lingkup administrasi publik saling berhubungan, di mana hal ini 
untuk menjangkau suatu tujuan yang akan dilakukan sesuai dengan 
perencanaan yang telah disusun. Lembaga Administrasi Negara dalam 
Syafri (2012:115) menjelaskan bahwa sebagai suatu disiplin dan sistem, 
ruang lingkup administrasi publik meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Tata nilai: menyangkut nilai kultural, spiritual, etika, falsafah hidup yang 
menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses 
administrasi publik. 
b. Organisasi pemerintah negara: terdiri dari organisasi lembaga eksekutif 
(pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan 
peradilan), dan lembaga-lembaga negara lainnya yang diperlukan serta 
saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk 
organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut. 
c. Manajemen pemerintahan negara: meliputi kegitan pengelolaan 
pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam 
berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan 
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan 
kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil-hasilnya dari 
setiap atau keseluruhan organisasi pemerintahan negara. 
d. Sumber daya aparatur: sumber daya manusia sebagai unsur dominan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan 
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pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan 
dimensinya, mulai dari recruitment, pengembangan kompetensi, 
pengembangan karier, dan kesejahteraan serta pemensiunannya. 
e. Sistem dan proses kebijakan negara: sebagai sistem dan proses kebijakan 
negara, peran administrasi publik terutama dalam fungsi dan proses:  
1) Perumusan kebijakan. 
2) Penetapan kebijakan. 
3) Pelaksanaan kebijakan. 
4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan. 
5) Penilaian hasil (evaluasi kerja) pelaksanaan berbagai kebijakan dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
f. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara: negara 
didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama sehingga 
rakyatlah pemilik kedaulatan. Organisasi dan manajemen pemerintahan 
tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 
g. Hukum administrasi publik: menyangkut dimensi hukum yang bertalian 
dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk 
mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan 
negara, saling berhubungan satu dengan yang lain dimaksudkan agar 
kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, 
proposional, efektif, dan legitimate.  
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Aspek terpenting yang dapat dipahami dalam menentukan ruang 
lingkup administrasi publik adalah kepentingan publik sendiri, di mana hal 
ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang 
menjadi sebuah hak yang patut masyarakat terima. Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan berusaha menyusun sebuah perencanaan yang mampu 
memberikan kontribusi kepada rakyat dengan selalu melibatkan masyarakat 
dan pihak swasta guna memaksimalkan perencanaan. 
 
3. Fungsi Administrasi Publik 
Pelaksanaan administrasi publik memiliki fungsi yang bertujuan untuk 
mencapai target dan sasaran yang diharapkan. Syafri (2012:138) membagi 
kekuasaan pemerintah ke dalam dua kekuasaan, yaitu: 
a. Tingkat politik mempunyai fungsi merumuskan kebijakan umum 
(kebijakan negara atau kebijakan publik). Perumusan kebijakan umum 
dilakukan oleh badan perwakilan rakyat (legislatif) sebagai organ tingkat 
politik bersama presiden. 
b. Tingkat administrasi mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan umum 
atau kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh tingkat politik. 
Pelaksanaan kebijakan umum atau kebijakan publik dilaksanakan oleh 
Presiden dan pembantu-pembantu presiden (para menteri). 
Wayong dalam Syafri (2012:139) berpendapat bahwa fungsi utama 
administrasi publik pada dasarnya adalah merencanakan dan merumusakan 
kebijakan politik kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan fungsi administrasi publik 
adalah merumuskan atau menetapkan dan melaksakan kebijakan publik. 
Fungsi administrasi publik di atas disimpulkan bahwa keterkaitan dari 
administrasi publik adalah dari proses perencanaan dan pelaksanaan harus 
dikaji secara mendalam oleh para pemangku kebijakan, sehingga dalam hal 
ini pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk 
menyusun perencanaan yang matang dan dilakukan oleh seluruh jajarannya. 
Peran masyarakat dalam pelaksanaan fungsi administrasi publik juga 
diperhitungkan sebagai pendukung berjalannya kebijakan yang disusun. 
 
4. Peranan Administrasi Publik 
Pemerintah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan urusan 
administrasi kependudukan dan berkewajiban untuk menyelenggarakan 
urusan administrasi kependudukan. Peranan pemerintah adalah untuk 
memastikan bahwa kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan 
secara bebas dan terbuka (Thoha, 2008:85). 
Tertib administrasi kependudukan dibutuhkan untuk menciptakan kerja 
sama antara aparatur pemerintahan dan masyarakat. Artinya, aparatur 
pemerintah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 
masyarakat, namun disisi lain masyarakatpun wajib memahami pentingnya 
pendataan dan kelengkapan dokumen kependudukan sebagai informasi yang 
berguna buat diri sendiri, keluarga maupun orang lain di dalam kehidupan 




B. Sistem Informasi 
1. Pengertian Sistem Informasi 
Kadir (2003:546) menjelaskan bahwa “sistem informasi merupakan 
kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi 
yang diorganisasikan untuk mencapai  tujuan dalam sebuah organisasi.” 
Sutabri (2005:36) menjelaskan definisi sistem informasi adalah: 
“suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 
fungsi organisasi yang bersifat menajerial dalam kegiatan 
strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan 
informasi kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 
yang diperlukan.” 
 
Sistem informasi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan 
sebagai suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengubah 
data menjadi informasi guna pencapaian tujuan perusahaan. 
 
2. Unsur-Unsur Sistem Informasi 
Sistem informasi setidaknya terdiri dari dua unsur yaitu:  
a. Data, yaitu bahan mentah yang mewakili kejadian di dalam organisasi 
atau lingkungan fisik sebelum di proses kedalam bentuk yang dapat 
dimengerti oleh pengguna.  
b. Informasi, yaitu data yang telah di proses kedalam suatu bentuk yang 
mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa 






3. Komponen Sistem Informasi 
Sistem informasi pada pelaksanaannya melibatkan tiga komponen 
utama yaitu:  
a. People, adalah semua orang atau kelompok orang yang menggunakan 
data dan informasi. Sistem informasi apabila telah dibangun, perlu 
diadakan operasional pembagian tugas di antara orang-orang yang 
menggunakannya lalu juga diperlukan pengaturan terkait aksesnya, hal 
ini penting mengingat bahwa informasi ini menyangkut kepentingan dan 
keselamatan orang, maka perlu dibagi dengan jelas klasifikasi dari orang 
atau penggunanya.  
b. Process, adalah setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi 
dalam rangka pengolahan data menjadi informasi. Aktivitas tersebut di 
mulai dari input data, pengolahan data, sampai dengan output yang 
berbentuk informasi yang di gunakan oleh pengguna informasi.  
c. Technology, adalah setiap cara dan mekanisme yang digunakan dalam 
semua kegiatan sistem informasi. Aktivitas memasukkan hingga 
mengolah data (process), dilakukan oleh orang-orang yang ditentukan 
(people) menggunakan mekanisme khas. Mekanisme ini mengatur waktu 
dan tempat memasukkan data, batasan lingkup pengolahan data, atau 









4. Pendekatan dalam Sistem Informasi 
Sunyoto (2014:51) menjelaskan bahwa secara umum bidang sistem 
informasi dapat dilihat dengan tiga pendekatan, yaitu: 
a. Pendekatan Teknis  
Pendekatan teknis terhadap sistem informasi menekankan model 
matematika untuk mempelajari sistem informasi serta penekanan pada 
teknologi secara fisik dan kemampuan format dari sistem tersebut.  
b. Pendekatan Perilaku  
Bagian penting bidang sistem informasi melibatkan isu perilaku yang 
muncul dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang dari 
sistem informasi. Pendekatan perilaku sebenarnya tidak mengabaikan 
teknologi-teknologi sistem informasi sering menjadi penyebab bagi 
permasalahan atau isu perilaku. Fokus dari pendekatan ini umumnya 
bukan pada solusi teknisnya, sebaliknya pendekatan ini berkonsentrasi 
pada perubahan tingkah laku, kebijakan manajemen dan organisasi, dan 
perilaku.  
c. Pendekatan Sosi oteknis  
Menerapkan perspektif sistem sosioteknis membantu untuk menghindari 
pendekatan teknologi murni terhadap sistem informasi. Pendekatan ini 






C. Implementasi Sistem Informasi Manajemen 
1. Pengertian Implementasi Sistem Informasi Manajemen 
Nurdin dan Usman (2002:70) menjelaskan bahwa “implementasi adalah 
suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 
secara matang dan terperinci.” Implementasi dilakukan setelah perencanaan 
sudah dianggap sempurna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau 
adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi 
suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Rusdiana (2014:94) mendefinisikan “sistem informasi manajemen sebagai 
sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang 
digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan 
keputusan dalam sebuah organisasi.” 
Implementasi sistem informasi manajemen berdasarkan pengertian di 
atas disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan kegiatan yang menyajikan data 
informasi dalam mendukung sistem operasi pengorganisasian guna untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
 
2. Unsur-Unsur Implementasi Sistem Informasi  Manajemen 
Davis (2002:13) mengklasifikasikan unsur-unsur implementasi sistem 
informasi manajemen terdiri dari: 
a. Hardware, terdiri dari computer, peripheral (printer) dan jaringan.  
b. Software, merupakan kumpulan dan perintah atau fungsi yang ditulis 
dengan aturan tertentu untuk memerintahkan computer melaksanakan  
tugas tertentu.  
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c. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses 
lebih lanjut untuk menghasilkan informasi.  
d. Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, 
pemimpin sistem informasi dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu suatu 
rincian tugas yang jelas.  
e. Prosedur, seperti dokumentasi prosedur/ proses sistem, buku penuntun 
operasional (aplikasi) dan teknis. 
Sutabri (2005:101-102) membagi unsur-unsur implementasi sistem 
informasi manajemen menjadi dua, yaitu: 
a. Tahap Implementasi Sistem Informasi Manajemen  
1) Perangkat keras (hardware). Istilah perangkat keras merujuk pada 
perkakas mesin. Perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri yang 
terkadang disebut sebagai central processing unit (CPU) beserta 
semua perangkat pendukungnya.  
2) Perangkat lunak (software). Istilah perangkat lunak merujuk pada 
program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk (manual) 
pendukungnya. Perangkat lunak atau disebut program komputer 
adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang 
memerintahkan bagian-bagian perangkat keras SIM berbasis komputer 
untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan 




3) Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang 
bermanfaat. Data akan diklasifikasikan, dimodifikasi atau diolah oleh 
program-program supaya dapat menjadi informasi yang tepat guna, 
tepat waktu dan akurat.  
4) Manusia (SDM). Setiap SIM yang berbasis komputer harus 
memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan 
bermanfaat. Manusia merupakan penentu keberhasilan suatu SIM dan 
manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh 
SIM. Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer 
profesional dan para pemakai (computer users).  
5) Prosedur atau pelaksana. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang 
menentukan operasi sistem komputer, misalnya: peraturan bahwa 
setiap permintaan belanja barang di suatu instansi harus tercatat di 
dalam database komputer atau peraturan bahwa setiap akses operator 
komputer kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan 
otoritasnya. 
b. Proses atau kegiatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen  
1) Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk 
diproses. 
2) Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk 
menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 




4) Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 
5) Kontrol, suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi 
tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
Van Meter dan van Horn dalam Subarsono (2005:99) menyatakan 
bahwa keberhasilan atau kegagalan proses implementasi sistem informasi 
dipengaruhi oleh: 
a. Standar dan Sasaran Kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat 
direalisasikan. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang 
akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi 
tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu 
tidak dipertimbangkan. 
b. Sumber Daya  
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan 
suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari 
keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia 
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh kebijakan 
yang telah ditetapkan.  
c. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas  
Program yang diimplementasi dalam sistem informasi perlu dukungan 





d. Karakteristik agen pelaksana  
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan 
suatu implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja 
implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh 
ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan 
pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.Lingkungan 
ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi cikal 
bakal dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya 
untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 
kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 
f. Disposisi implementor  
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni: 1) respon 
implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya 
untuk melaksanakan kebijakan; 2) kognisi, yakni pemahamannya 
terhadap kebijakan; dan 3) intensitas disposisi implementor, yakni 
preferensi nilai yang dimiliki oleh imeplementor. 
George C. Edward III dalam Subarsono (2005:90) mengemukakan 





a. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 
Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi 
adalah adanya rincian tugas dan prosedur pelayanan yang telah disusun 
oleh organisasi. Rincian tugas dan prosedur pelayanan menjadi pedoman 
bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu 
penjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 
red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, pada 
akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
b. Komunikasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 
Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi 
adalah adanya rincian tugas dan prosedur pelayanan yang telah disusun 
oleh organisasi. Rincian tugas dan prosedur pelayanan menjadi pedoman 
bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu 
penjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 
red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, pada 
akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
Persyaratan pertama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa 
mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus 
mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah 
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harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan 
perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan 
harus dimengerti dengan cermat. Secara umum Edwards membahas tiga 
indikator penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni: 
1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Masalah dalam 
penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian 
(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang 
harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan 
terdirtorsi di tengah jalan.  
2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 
(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau 
tidak ambigu/mendua.  
3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau 
dijalankan. Perintah apabila diberikan sering berubah-ubah, maka 
dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 
c. Sumber Daya  
Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi 
kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 
daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya 
financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas 
menjadi dokumen saja. Sumber daya merupakan hal penting dalam 
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implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan 
untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi 
kebijakan terdiri dari: 
1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf 
atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi 
dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh 
staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 
kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan 
implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi 
kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian 
dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 
mengimplementasikan kebijakan.  
2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 
bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 
melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan 
dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 
telah ditetapkan.  
3) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 
kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka 





d. Disposisi (Kecenderungan atau Tingkah Laku)  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Implemetor memiliki sifat atau perspektif yang 
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan 
juga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward 
III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 
1) Pengangkatan birokrasi. Sikap pelaksana akan menimbulkan 
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila 
personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh 
pejabat-pejabat yang lebih atas. Pengangkatan dan pemilihan personel 
pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi 
pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 
kepentingan warga masyarakat. 
2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk 
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 
memanipulasi insentif. Insentif oleh para pembuat kebijakan 
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Menambah 
keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor 
pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah 
dengan baik.  
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Berdasarkan pemaparan di atas mengenai keberhasilan atau 
kegagalan proses implementasi, maka peneliti mengambil implementasi 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang 
dikemukakan oleh Subarsono (2005:99) sebagai indikator yang dipakai 
sebagai fokus penelitian, terdiri dari: 1) Standart dan sasaran kebijakan; 
2) Sumber daya; 3) Komunikasi; dan 4) Karakteristik agen pelaksana. 
  
3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen 
Sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan, yaitu dapat 
menolong perusahaan untuk meningkatkan efisien operasional, 
memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber 
informasi strategis. Manfaat sistem informasi antara lain sebagai berikut: 
a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi 
para pemakai, tanpa harus adanya perantara sistem informasi. 
b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 
sistem informasi secara kritis.  
c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.  
d. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem.  
e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.  
f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem 
informasi dan teknologi baru.  





D. Administrasi Kependudukan 
1. Pengertian Administrasi Kependudukan 
Definisi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan 
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain. 
Administrasi kependudukan dari sisi kepentingan penduduk 
memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik 
serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa 
adanya perlakuan yang diskriminatif. 
Administrasi kependudukan diarahkan untuk:  
a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan 
tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang professional. 
b. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 
serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.  
c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa 
Kependudukan dan peristiwa penting.  
d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 
nasional, regional, serta lokal; dan  
e. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. 
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2. Tujuan Administrasi Kependudukan 
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:  
a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 
penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami penduduk.  
b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.  
c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional 
mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai 
tingkatan akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga 
menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada 
umumnya.  
d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan 
terpadu; dan  
e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan.  
Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan 
bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:  
a. Dokumen Kependudukan.  
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  
c. Perlindungan atas data pribadi. 
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.  
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e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
atas dirinya atau keluarganya, dan  
f. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data.  
 
E. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
1. Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK 
merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu 
kesatuan, meliputi: 
a. Penduduk: WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  
b. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil.  
c. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang 




d. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas laporan 
peristi wa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi 
kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu 
identitas atau surat keterangan penduduk.  
e. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.  
f. Sistem informasi administrasi kependudukan meliputi: biodata penduduk, 
kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan 
Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. 
Dalam SIAK, database antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi dan 
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan terhubung dan terintegrasi. 
Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor 
Identitas Kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar 
secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke database 
kependudukan. 
 
2. Manfaat Manajemen Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Berdasarkan Peraturan Daerah 
tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukan,manfaatSIAK yaitu: 
a. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang 
terpadu dan tertib; 
b. Terselenggaranya  administrasi  kependudukan  yang  bersifat  universal, 
permanen, wajib dan berkelanjutan; 
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c. Terpenuhinya hak penduduk dibidang administrasi kependudukan 
dengan pelayanan yang profesional; 
d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, 
lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi 
perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. 
   
3. Tujuan Manajemen Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
bertujuan:  
a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil; 
b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai 
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, 
mutakhir dan mudah diakses;   
c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal 
tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan 
antara lain: 
a. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil. 
b. Penerbitan NIK Nasional. 
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c. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk 
pelayanan publik lainnya. 
d. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam 
rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah. 
 
4. UnsurSistemInformasiAdministrasi Kependudukan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, SistemInformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK) 
merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: 
a. Database;  
b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;   
c. Sumber daya manusia;   
d. Pemegang hak akses;   
e. Lokasi database;   
f. Pengelolaan database;   
g. Pemeliharaan database;   
h. Pengamanan database;   
i. Pengawasan database;   
j. Data cadangan (back-up data/disaster recovery centre);  
k. Perangkat pendukung;  
l. Tempat pelayanan;  
m. Pusat data;  
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m. Pusat data cadangan; dan  
o. Jaringan komunikasi data. 
 
5. KomponenSistemInformasiAdministrasiKependudukan 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 3 (tiga) 
komponen, diantaranya pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 
pengolahan informasi. Operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya 
terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi 
terkait. 
a. Pendaftaran Penduduk 
Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi 
setiap penduduk dewasa dengan mencamtukan Nomor Penduduk 
sebagai identitas tunggal. Kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian 
diterbitkan 3 dokumen, yaitu: Nomor Induk Kependudukan (NIK), 
Kartu Keluarga, dan KTP. 
b. Pencatatan Sipil 
Merupakansaranauntukmencatatperistiwapentingyang dialami 
pendudukdanperludilegalisirolehnegara melaluipenertibandokumen 








5) Pengangkatan Pengesahan Pengakuan Anak(P3A); 
6) Dan lain-lain terkait peristiwakependudukan. 
c. PengelolaanInformasi Kependudukan 
Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai 
informasitentangperkembanganpendudukdariwaktukewaktu. Karena 




InformasiAdministrasiKependudukanPasal11,terkait Sumber Daya 
Manusiayangmengaplikasikan SIAKbahwa: 
a. Pengelolaan SIAK di Pusat palingsedikit, terdiri dari : 
1) Kepala pusat data dan pusat data pengganti; 
2) Manager keamanan; 
3) Supervisor aplikasi SIAK; 
4) Supervisor ajudikasi identifikasi sidik jari; 
5) Sistem analis; 
6) Programmer; 
7) Administratordatabase; 
8) Administratorperangkat keras; 
9) Administratorjaringan; 
10) Administratorpelayananbantuan (help desk); 
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11) Administratorajudikasi identifikasi sidik jari;  
12) Ajudikasi identifikasi sidik jari; 
13) Operator, dan; 
14) Teknisi. 
b. PengelolaSIAK di Provinsi, palingsedikit terdiridari: 
1) Kepalapusat data; 
2) Manager keamanan; 
3) Supervisor aplikasi SIAK; 
4) Sistem analis; 
5) Programmer; 
6) Administratordatabase; 
7) Administratorperangkat keras; 
8) Administratorjaringan; 
9) Operator, dan; 
10) Teknisi. 
c. PengelolaSIAK di kabupaten/kota, palingsedikit terdiri dari: 
1) Kepalapusat data; 
2) Manager keamanan; 
3) Supervisor aplikasi SIAK; 
4) Sistem analis; 
5) Programmer; 
6) Administratordatabase kependudukan dan rekaman sidik jari; 




9) Operator, dan Teknisi. 
ImplementasiSIAKmenggunakanmedia komputeryang 
didalamnyamenggunakanaplikasi-aplikasiyangdigunakanpada SIAK 
untukpelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga 
AktaKelahirandanCatatanSipil lainnya. Bagianpenting dalamaplikasi 
SIAKyaitu ORAQLE G11R2, APACE, dan TOADyang gunanyauntuk 
penyimpanandatabase kependudukan, aplikasi SIAKitusendiri yang 
gunanyauntuk menginput datapenduduk. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan sistem informasi 
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Sistem ini meliputi Pendataan 
Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan. 
Sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku bertujuan untuk mempermudah proses 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempermudah proses Pelayanan Pencatatan 
Sipil Kependudukan dan menyediakan informasi data penduduk yang akurat serta 
dapat diakses dan diinformasikan dengan mudah kepada masyarakat.  
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Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 


















Kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tual 







Faktor yang mendukung 
dan menghambat: 
1. Faktor pendukung 








Kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil, penyediaan data untuk 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Moleong (2014:4) mengemukakan bahwa pendekatan 
kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena 
sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data hasilkan berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sukmadinata 
(2011:60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (qualitative research) adalah 
suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 
orang secara individu maupun kelompok. 
Hasil penelitian ini merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di 
lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Penelitian ini 
berusahan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai 
implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku. 
 
B. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang ada di dalam penelitian 
kualitatif, dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. 
Moleong (2014:97) menjelaskan bahwa perumusan masalah yang bertumpu pada 
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fokus penelitian masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada dilatar 
penelitian. Apabila penelitian dilakukan tanpa adanya fokus penelitian, peneliti 
akan terjebak dengan banyaknya data yang melimpah dilapangan, oleh karena itu 
fokus penelitian sangat penting dalam peranannya dalam memandang dan 
mengarahkan penelitian. 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga 
tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Guna menyamarkan pemahaman 
dan cara pandang terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan 
mengenai maksud dan fokus penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 
1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan dalam 
menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib 
administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas 
dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan (Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 21). 
a. Standart dan sasaran kebijakan, yaitu kesesuaian antara tujuan adanya 
SIAK dengan manfaat yang diperoleh.  
b. Sumber daya, yaitu berupa dana dan pelaksana yang mendukung 
implementasi program SIAK.  
c. Komunikasi dan penguatan aktifitas yaitu meliputi koordinasi internal 
(Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan sosialisasi eksternal antara 
pelaksana dan masyarakat.  
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d. Karakteristik agen pelaksana, yaitu meliputi kompetensi dari 
implementor atau pelaksana. 
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIAK di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku, 
yaitu 
a. Faktor pendukung dalam implementasi SIAK di Disdukcapil Kota Tual 
Provinsi Maluku 
1) Regulasi 
2) Penataan Kelembagaan 
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana 
4) Dukungan stakeholder 
b. Faktor  penghambat dalam implementasi SIAK di Disdukcapil Kota Tual 
Provinsi Maluku 
1) Kondisi geografis  
2) Sumber Daya Manusia 
3) Belum tersedianya jaringan komunikasi data 
 
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 
Iskandar (2008:219) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah situasi dan 
kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moleong 
(2014:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang 
ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki 
lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, 
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sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga 
perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian 
ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi 
Maluku. Alasan peneliti melakukan penelitian di Disdukcapil Kota Tual Provinsi 
Maluku karena terjadi permasalahan dalam proses pencetakan KTP-el yang 
sedikit memakan waktu cukup lama akibat keterbatasan blangko, sementara 
antusias dari masyarakat yang semakin hari semakin banyak. 
Situs penelitian menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap 
keadaan dari objek yang diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk 
menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. 
Sugiyono (2014:20) menjelaskan bahwa situs penelitian adalah suatu atribut atau 
sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Situs dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku, yang didasarkan pertimbangan 
bahwa tempat tersebut memungkinkan untuk diperoleh data atau informasi yang 
akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. 
 
D. Sumber Data 
Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 
tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen yang tertulis dan terekam (Moleong, 2014:157). 
Sumber data berupa hasil wawancara yang kemudian diolah dalam tabel 
triangulasi. Sementara jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 
asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang akan peneliti peroleh 
berasal dari lapangan penelitian, baik dari metode wawancara dan hasil 
observasi kepada informan. Wawancara dilakukan kepada informan yang 
telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan 
mengetahui dan menganalisis pada proses implementasi SIAK di 
Disdukcapil Kota Tual Provinsi Maluku. Adpun yang menjadi informan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Informan kunci (key informan) adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku 
b. Informan utama adalah Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual 
Provinsi Maluku 
c. Informan tambahan adalah Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 
Kependuduan; Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Tual; Pegawai operasional di Seksi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan; dan masyarakat yang sedang berada di lingkungan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 
pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
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historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 
 
E. Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara (Interview) 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian. Satori dan 
Komariah (2013:129-130) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses 
pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antar pihak penanya 
(interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). 
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, 
dimana peneliti menggunakan teknik mengikat dan disesuaikan dengan 
keadaan saat itu guna mendapatkan data yang sebanyak mungkin dari 
informan sebagai sumber data dengan cara mencatat atau merekam hasil 
wawancara tersebut. Penentuan informan didasarkan pada prediksi 
kemampuan informan dalam memberikan data-data yang diperlukan sesuai 
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Wawancara dalam 
penelitian ini akan dilakukan dengan: 




b. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku 
c. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependuduan Kota Tual 
Provinsi Maluku 
d. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Provinsi 
Maluku 
e. Pegawai operasional di Seksi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku 
f. Masyarakat yang sedang berada di lingkungan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 
seseorang (Sugiyono, 2014:240). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen 
yang mungkin tersedia mencakup arsip-arsip yang dimiliki oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku serta 
pemakaian buku-buku maupun literatur yang sesuai bahasan, website, dan 
lain sebagainya.  
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam suatu 
penelitian, khususnya sebagai alat atau teknik yang dapat digunakan untuk 
memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan 
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dalam penelitian ini maka instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Peneliti sendiri, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  
kualitatif maka peneliti merupakan subjek dalam upaya pencarian dan 
pengumpulan data. 
2. Pedoman wawancara, yaitu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengadakan wawancara langsung dengan informan. 
3. Catatan lapangan, yaitu catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang 
diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupu pengamatan 
lapangan. 
4. Angket penelitian, yaitu serangkaian pertanyaan terstruktur atau tidak 
terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang 
diperlukan dari informan. 
 
G. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang 
telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian. 
Sehinggan masalah dalam penelitian akan dapat dimengerti dengan lebih 
sederhana. Moleong (2014:248) mendefinisikan analisis data sebagai upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mengumpulkan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain. 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis interactive 
dari Miles et al, (2014:14) yang ditunjukkan pada gambar Gambar 3.1. 









Sumber: Miles et al, (2014:14) 
Sugiyono (2014:337) menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data, 
mengacu pada beberapa tahapan yang ditempuh, yaitu sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data (data collection) merupakan pengumpulan informasi 
yang dilakukan melalui wawancara terhadap key informan yang compatible 
terhadap penelitian kemudian di observasi langsung ke lapangan untuk 
menunjang penelitian yang dil akukan agar mendapatkan sumber data yang 
diharapkan. 
2. Kondensasi Data (data condensation)merupakan proses merangkum, 
mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian 
dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang 
mana sesuai dengan fokus penelitian. 
3. Penyajian Data (data display)merupakan proses penyajian data kedalam 















telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkontruksi didalam rangka 
menuturkan, menyimpulkan dan mnginterprestasikan data. 
4. Penarikan Kesimpulan (conclusions drawing)merupakan hal yang 
digunakan untuk melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 
proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian 
dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari 
pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan 
sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Penarikan 
kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari 
berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian. 
 
H. Teknik Keabsahan Data 
Moleong (2014:324) menjelaskan bahwa untuk menentukan keabsahan data 
dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 
pemeriksaan data dan kriteria. Kriteria dalam menentukan keabsahan data yang 
akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu Derajat Kepercayaan (credibility) yang 
meliputi: 
1. Triangulasi 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang didapat peneliti 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data yang tersedia. Keabsahan data penelitian ini 
dilakukan triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan sumber yaitu 
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membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 
kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini 
yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 
2. Kecukupan referensial 
Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat 
atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 
penafsiran data. Kecukupan refrensial ini peneliti melakukan dengan 
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian implementasi 
sistem informasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tual Provinsi Maluku, baik melalui literatur buku, arsip, catatan 
lapangan, foto, rekaman yang digunakan peneliti selama melakukan 
penelitian untuk mendukung analisis data. 
3. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 
Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 
berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. 
Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 
dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 
Dalam penelitian ini, setelah keseluruhan data telah dikumpulkan, peneliti 
mengamati secara seksama kemudian diidentifikasi sesuai dengan 
permasalahan terkait dengan implementasi sistem informasi kependudukan 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku.
52 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Tual 
a. Letak Geografis 
Kota Tual baru terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kota Tual di Provinsi Maluku. Pembentukan Kota Tual merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 5 (lima) 
Kecamatan, yaitu:  
1) Kecamatan Dullah Utara; 
2) Kecamatan Dullah Selatan;  
3) Kecamatan Tayando Tam; 
4) Kecamatan Pulau-Pulau Kur;  
5) Kecamatan Kur Selatan.  
Secara astronomis Kota Tual terletak antara sekitar 5º - 6,5º Lintang 
Selatan, 131º - 133,5º Bujur Timur, dan secara geografis wilayah ini 
dibatasi oleh: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda; 




3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil 
Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan 
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda. 
Secara administrasi Kota Tual terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 37 
desa, dan 3 kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 19.448,13 km
2
; 
luas daratan mencapai 352,29 km
2
(10,7%) dan luas lautan mencapai 
19.095,84 km
2 
(98,3%). Kota Tual merupakan wilayah kepulauan (city of 
small islands) yang terdiri dari 66 pulau, yang dihuni sebanyak 13 pulau 
dan 53 pulau belum berpenghuni. Umumnya pulau-pulau yang tidak 
berpenghuni dipergunakan sebagai lahan pertanian/ perkebunan atau 
sebagai tempat singgah kapal, keseluruhan pulau tersebut adalah 
merupakan pulau-pulau kecil.  
b. Demografi 
Jumlah penduduk Kota Tual terus mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun dengan presentasi yang berbeda-beda. Berdasarkan data statistik 
penduduk pada Dinas Tenaga Kerja, Kesra, Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Tual tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Tual adalah 
sebanyak 69.689  jiwa yang tersebar pada 5 kecamatan  dengan 
kepadatan penduduk sebesar 45 orang/km
2
 – 251 orang/km
2
. Adapun 










Laki-Laki Perempuan Total 
Pulau-Pulau Kur 1.215 1.331 2.546 
Kur Selatan 1.650 1.773 3.423 
Tayando Tam 3.139 3.371 6.510 
Pulau Dullah Utara 8.600 8.838 17.438 
Pulau Dullah Selatan 19.886 19.886 39.772 
Jumlah Total 34.490 35.199 69.689 
Sumber: BPS Kota Tual (2017) 
Dari Tabel 4.1 data jumlah penduduk Kota Tual Provinsi Maluku 
memiliki jumlah penduduk 69.689 jiwa. Apabila dilihat berdasarkan jenis 
kelamin hasil data penduduk menunjukkan bahwa di Kota Tual terdapat 
34.490 jiwa penduduk laki-laki dan 35.199 jiwa penduduk perempuan. 
Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbanyak yaitu Kecamatan 
Pulau Dullah Selatan sebanyak 39.772 jiwa dan Kecamatan dengan 
jumlah penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Kur 
dengan jumlah 2.546 jiwa. 
 
2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tual 
Sejarah terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tual seiring dengan adanya pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Maluku 
sebagai Daerah Otonomi Baru. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Tual Berdiri sejak tahun 2007 dan memiliki kantor di Jalan Gajah Mada, 





a. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual 
1) Visi 
Tewujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 
Efektif, Berkualitas dan Akuntabel 
2) Misi 
a) Mewujudkan penyelenggaraan pendaftaran dan pemutahiran data 
penduduk yang valid dan akurat. 
b) Menumbuhkan kesadaran Penduduk untuk melaporkan setiap 
peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. 
c) Mengembangkan dan memadukan kebijakan dan Sistim Informasi 
Administrasi Kependudukan. 
d) Meningkatkan  kualitas sumber daya aparatur. 
b. Kedudukan dan Bentuk, Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tual 
1) Kedudukan dan Bentuk  
a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual 
berkedudukan sebagai salah satu lembaga teknis daerah.  
b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  
c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual sebagaimana 




2) Tugas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual mempunyai 
tugas: 
a) Melakukan pelayanan kependudukan yang meliputi:  
(1) Penerbitan kartu keluarga (KK) 
 Penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)  
 Pendaftaran perubahan alamat (dalam Kota Tual)  
 Pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah NKRI  
 Pendaftaran pindah datang orang asing  
 Pendaftaran penduduk WNI/WNA tinggal sementara/tinggal 
menetap  
 Pendaftaran penduduk pindah antar Negara  
 Pendaftaran kedatangan orang asing/WNI dari luar negeri 
b) Melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi:  
(1) Penerbitan akta kelahiran  
(2) Penerbitan akta perkawinan  
(3) Penerbitan akta perceraian  
(4) Pernerbitan akta kematian  
(5) Penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak  
(6) Penerbitan akta pengangkatan anak (adopsi) 
c. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual 
Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 


















Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Tahun 2017 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
SEKSI PINDAH DATANG & 
PENDATAAN PENDUDUK 




SEKSI IDENTITAS PENDUDUK 
TAUFIK JAMLEAN 
SEKSI KELAHIRAN DAN 
KEMATIAN 
MIGDAR S. MEWAL, S.Kom 
SEKSI PERKAWINAN, 
PERCERAIAN, PERUBAHAN 
STATUS ANAK, DAN 
PENGAWASAN 
PEWARGANEGARAAN 
MARIA LABOBAR, S.Sos., M.Si 
SEKSI SISTEM INFORMASI ADM 
KEPENDUDUKAN 
ANDI MUNAWIR, S.Kom 
SEKSI PENGOLAHAN DAN 
PENYAJIAN DATA 
KEPENDUDUAN 
SAHLAN RAHARUSUN, SH 
SEKSI PEMANFAATAN DATA 
DAN DOKUMEN KEPNDUDUKAN 
SYARIFAH AINAH ALKAFF, S.IP 
SEKSI KERJASAMA DATA DAN 
INOVASI PELAYANAN 
ARIANY SANGIANG, SE 
KEPALA DINAS 
BAKRY KABALMAY, SE 
SEKRETARIS 
HAMDI KABAKORAN, S.IP 
SUBBAGIAN 
PERENCANAAN  
HJ. MILAWATY R, S.Ap 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN  
SEN EL RAHAYAAN 
SUBBAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
RAHMAN RENHORAN, S.Sos 
BIDANG PELAYANAN 
PENDAFTARAN PENDUDUK 
Dra. Hj. FARIDA RENFAAN 
BIDANG PELAYANAN 
PENCATATAN SIPIL 
MOH. AFSYATH ROROA, S.Sos 
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI 
ADM. KEPENDUDUKAN 
MUHAMMAD KURNIA, S. IP., M. Si 
BIDANG PEMANFAATAN DATA 




Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian adalah sebagai 
berikut: 
1) Kepala Dinas 
Tugas: 
Memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Fungsi: 
a) Perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas 
penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian 
berdasarkan tentuan peraturan perundang-undangan;  
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
c) Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup 
kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan 
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan;  
d) Pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
Kantor DepartemenAgama Kota Tual dan Pengadilan Agama 
berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;  
e) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan 




f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalampenerbitan  
pelayanan administrasi kependudukan dan memelihara hubungan 
timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi 
vertikal;  
g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang 
diberikan oleh Walikota. 
2) Sekretariat 
Tugas: 
Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur 
dilingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, 
perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. 
Fungsi: 
a) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program 
kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; 
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan 
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas 
pelayanan administratif;  
c) Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;  
d) Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan 
Dinas;  
e) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di 
lingkungan dinas;  
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f) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai 
di lingkungan Dinas;  
g) Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan 
evaluasi kebijakan lingkup kependudukan dan catatan sipil; 
h) Pelaksanaan tugas lailn yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh Kepala Dinas 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian;  
b) Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;  
c) Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;  
d) Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;  
e) Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan 
barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undanga;  
f) Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan 
barang-barang inventaris sesuai peraturan perundang-undangan;  
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g) Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi 
kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan 
kepegawaian di lingkungan Dinas;  
h) Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
Sekretaris. 
4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan;  
b) Melakukan  penyusunan  perencanaan  program, evaluasi dan 
pelaporan dilingkungan Dinas;  
c) Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk 
keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;  
d) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban 
keuangan;  
e) Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;  
f) Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk 
keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
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anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di 
lingkungan Dinas;  
g) Melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban 
keuangan;  
h) Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
Sekretaris. 
5) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
Tugas: 
a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;  
b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;  
c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pendaftaran penduduk;  
d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penerbitan dokumen 
kependudukan;   
e) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 
penduduk;  
f) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;  
g) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan 
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup pendaftaran dan  
mobilitas penduduk; 
h) Penyediaan dan penyerahan blangko dokumen kependudukan dan 
formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk;  
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i) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban 
administrasi kependudukan; 
j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 
6) Seksi Identitas Penduduk 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi  
pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Indentitas penduduk;  
b) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi  
serta pelayanan dan penerbitan Identitas Penduduk;  
c) Melakukan penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk dalam 
sistem administrasi kependudukan;  
d) Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan  
oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 
7) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan 
Penduduk;  
b) Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan koordinasi serta 
pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk; 




d) Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk;   
e) Melaksanakan  tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.  
8) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
Tugas: 
a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup 
pencatatan sipil;   
b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;  
c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pencatatan Sipil;   
d) Penyediaan dan penyerahan blanko dokumen pencatatan sipil dan 
formulir untuk pelayanan pendaftaran pencatatan sipil; 
e) Pelaksanaan  pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil;  
f) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;  
g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;  
h) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
Kepala Dinas;   
9) Seksi Kelahiran dan Kematian 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kelahiran dan Kematian;  
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b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
lingkup pencatatan Kelahiran dan Kematian;  
c) Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen berkaitan 
dengan peristiwa kelahiran dan kematian;  
d) Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 
10) Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan 
Pewarganegaraan 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada seksi perkawinan, perceraian, 
perubahan status anak dan pewarganegaraan;  
b) Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengembangan 
kebijakan teknis lingkup perkawinan, perceraian perubahan status 
anak dan pewarganegaraan;  
c) Melakukan penataan, perawatan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan penataan dokumen pencatatan sipil;  
d) Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen berkaitan 
dengan peristiwa perkawinan, perceraian, perubahan status anak 
dan pewarganegaraan;  
e) Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan  




11) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data 
Tugas: 
Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan dan perkembangan 
kependudukan 
Fungsi: 
a) Penyusunan perencanaan, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan;  
b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan;  
c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan 
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  
d) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama 




e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 
12) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan;  
b) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem 
informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi 
informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi 
informasi dan komunikasi;  
c) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan 
dan penyajian data kependudukan; 
d) Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 




13) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan 
Tugas: 
a) Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kerja Sama dan Inovasi 
Pelayanan;  
b) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kerjasama 
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan;  
c) Melakukan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam 
pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan 
persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan 
berwawasan kependudukan;  
d) Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 








B. Penyajian Data 
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini 
akan disajikan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, wawancara langsung 
dengan informan yang telah dipilih, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa implementasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan tindakan yang diambil 
pemerintah untuk mencapai tujuan dalam menata sistem administrasi 
kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang 
kependudukan. Dilihat dari indikator implementasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan, antara lain: 
a. Standart dan sasaran kebijakan 
Agar terlaksananya kesesuaian antara tujuan dan sasaran dari 
diadakannya SIAK dengan manfaat yang akan diperoleh, maka peneliti 
melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Tual yaitu Bapak Bakry Kabalmay, SE yang menyatakan: 
“SIAK merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah dan ditujukan untuk mengatasi semua 
masalah-masalah dibidang kependudukan, hingga 
terciptalah suatu suasana tertib administrasi. SIAK ini 
sendiri diharapkan dapat membantu untuk mengadakan 
pemetaan terhadap masyarakat Indonesia, sehingga juga 






Selain itu Bapak Bakry Kabalmay, SE juga mengungkapkan bahwa: 
“Pelaksanaan SIAK ini dapat berjalan dengan tujuan 
awalnya. Akan tetapi seperti apa yang dipantau dan terjadi 
di lapangan tidak semua pelaksanaan dari kebijakan ini 
dapat berjalan seperti tujuan awalnya. Banyak terdapat 
hambatan dari berbagai hal yang membuat pelaksanaannya 
tidak dapat berjalan dengan baik.” 
 
Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bapak 
Andi Munawir, S.Kom memperkuat pernyataan di atas karena 
berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan: 
“Implementasi SIAK ini dimulai dari yang pertama adalah 
sosialisasi yang dilakukan dinas kepada masyarakat. 
Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa 
yang menjadi tujuan diadakannya SIAK, apa yang menjadi 
sasarannya dan berbagai informasi lainnya. Selanjutnya 
adalah masyarakat siap untuk mengisi formulir atau 
blanko data kependudukan yang telah disediakan di dinas. 
Untuk menghindari kebingungan yang dialami oleh 
masyarakat maka dinas menyediakan berberapa petugas 
yang siap membantu masyarakat yang kebingungan. 
Berikutnya adalah pemprosesan data tesebut untuk 
kemudian diinput kedalam pusat data kependudukan dan 
kemudian dihasilkanlah data yang sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.” 
 
Adanya tahapan dan prosedur pelayanan yang baik dalam suatu 
organisasi tidak menjamin sepenuhnya pencapaian tujuan organisasi bila 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak Sahlan Raharusun, SE 
sebagai Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependuduan 
mengungkapkan bahwa: 
“Semua aktifitas di kantor terlaksana dengan baik, hanya 
saja tidak semua pelayanan dapat dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur pelayanan yang ada. Ada beberapa 
kendala yang ditemui di lapangan, yang tidak hanya 
berasal dari dinas tapi juga berasal dari masyarakat 
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sendiri. Sebagai contoh, masyarakat yang ingin mengurus 
pembuatan Kartu Keluarga, akan tetapi data atau berkas 
yang diperlukan tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat 
tersebut. Ini semua membuat prosedur pelayanan tersebut 
tidak dapat diterapkan dengan baik.” 
 
Bapak Bakry Kabalmay, SE juga mengungkapkan bahwa: 
“Hambatan yang paling sering dijumpai adalah pada 
sektor sumber daya. Sumber daya yang dimaksud baik 
dari sumber daya manusianya maupun dari berbagai 
peralatan yang dipergunakan. Dari sumber daya manusia 
adalah karena terbatasnya orang yang mampu 
mengoperasikan berbagai peralatan yang digunakan untuk 
proses pengimplementasian SIAK. Kalau dari peralatan 
adalah masih terbatasnya peralatan yang digunakan di 
dalam dinas. Jadi ini merupakan masalah yang bersangkut 
paut antara keterbatasan peralatan dengan keterbatasan 
sumber daya manusia.” 
 
Bapak Bakry Kabalmay, SE juga menyatakan bahwa: 
“Tentunya kami berusaha agar setiap kekurangan dapat 
diatasi, mengenai sumber daya manusia kami mencoba 
mengatasi dengan memberi berbagai pelatihan untuk 
meningkatkan kualitas SDM, hingga dapat membantu 
jalannya SIAK. Sedangkan untuk peralatan, kami telah 
berusaha untuk menaikkan anggaran terhadap apa saja 
yang kami perlukan dalam menjalankan SIAK.” 
 
Bapak Andi Munawir, S.Kom juga menjelaskan tentang manfaat 
yang diterima masyarakat dengan adanya SIAK dengan mengungkapkan: 
“Iya seharusnya banyak manfaat yang dapat dirasakan 
masyarakat jika kebijakan ini dapat dijalankan dengan 
baik. Contoh yang sangat jelas adalah pada saat 
masyarakat membuat KTP-El, jika sudah menggunakan 
SIAK maka dapat diselesaikan dengan kurun waktu 2 hari 
saja dan tidak dikenakan biaya sama sekali. Disisi lain 
yang menjadi manfaatnya adalah data yang ada di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan terkoneksi 
dengan dinas-dinas lain yang ada hubungannya dengan 
dinas bersangkutan Sehingga memudahkan masyarakat 
jika memiliki urusan di dinas lain.” 
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b. Sumber Daya 
Sumber daya adalah faktor sangat penting dalam implementasi SIAK 
agar dapat terlaksana secara efektif. Sumber daya tersebut dapat 
berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumber 
daya finansial, dan fasilitas. Tanpa adanya sumber daya, suatu kebijakan 
hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 
Bapak Bakry Kabalmay, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Tual menyatakan: 
“Untuk tahun 2017 dana yang di gunakan untuk 
melaksanakan program SIAK itu sendiri berasal dari 
APBD.” 
 
Bapak Bakry Kabalmay, SE juga mengungkapkan: 
“Sejauh ini masih banyak dana yang belum dapat 
dijalankan dikarenakan kegiatan tersebut juga belum dapat 
dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk pengembangan 
database kependudukan itu sendiri sampai saat ini belum 
dapat dilaksanakan yang dikarenakan tidak di semua 
tempat dapat melaksanakannya.” 
 
Selain itu, para pegawai operasional di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Tual menurut Bapak Andi Munawir, S.Kom selaku 
Seksi Sistem Informasi Adm Kependudukan Kota Tual menyatakan: 
“Sebenarnya hampir semua pegawai terlibat dalam proses 
pengimplementasian SIAK itu sendiri tanpa terkecuali. 
Akan tetapi karena tidak semua terlibat secara langsung. 
Pegawai yang terlibat secara langsung adalah pegawai 
yang berfungsi untuk menginput data kependudukan yang 
diterima dari masyarakat. Dan mengolahnya untuk 
kemudian dapat menerbitkan data kependudukan yang 





Bapak Andi Munawir, S.Kom juga mengungkapkan bahwaa: 
“Orang-orang yang menjalankan program ini atau yang 
disebut dengan operatornya adalah orang-orang yang 
sudah mempunyai keahlian dibidang teknologi informasi 
sehingga mereka dapat menjawab tantangan dari program 
tersebut. Akan tetapi juga terdapat pegawai yang hanya 
sekedar membantu saja dan tidak terlibat langsung dalam 
sistem tersebut, bukanlah orang yang memiliki keahlian 
khusus.” 
 
Kompetensi pegawai operasional tentu tidak akan cukup bila tidak 
diikuti dengan kuantitas yang cukup. Berikut pernyataan Bapak Andi 
Munawir, S.Kom mengenai jumlah pegawai yang dimiliki masing-
masing seksi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Kota Tual: 
“Saya dan teman-teman yang lain memiliki pegawai 
operasional dalam jumlah yang memadai. Hanya saja, 
untuk yang memiliki kompetensi di bidang teknologi itu 
jumlahnya terbatas. Kita juga memiliki tenaga honorer 
yang bisa memberi bantuan yang cukup berarti dalam 
kegiatan operasional kita.” 
 
Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel 
dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan 
prasarana) maka implementasi SIAK tersebut tidak akan berhasil. Berikut 
adalah pernyataan Bapak Hamdi Kabakoran, S.IP selaku Sekretaris Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual mengenai sarana dan 
prasaran yang dibutuhkan dalam pengimpelentasian SIAK: 
“Sebenarnya untuk dapat mengimplementasikanSIAK ini 
ada beberapa sarana yang diperlukan, seperti formulir dan 
blanko dokumen, surat kependudukan, buku register akta 
catatan sipil, perlengkapan-perlengkapan elektronik 
seperti perangkat lunak dan perangkat keras komputer 
serta jaringan internet yang mendukung komunikasi data, 
dan ruang yang memadai, memiliki listrik, AC, memiliki 
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penampungan peralatan berupa server, portable storage, 
workstation, printer, dan instrumen pendukung lainnya.” 
 
c. Komunikasi 
Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan 
harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah untuk 
melaksanakannya telah dikeluarkan. Salah satunya dapat dilihat dari 
komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pihak-
pihak lain berupa koordinasi ataupun kerjasama. Untuk itu peneliti 
bertanya kepada Bapak Bakry Kabalmay, SE selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipili Kota Tual mengenai komunikasi antar 
pegawai di dalam dinas: 
“Komunikasi yang terjadi di intern organisasi cukup baik. 
Jika saya contohnya, ingin memberi instruksi kerja, 
penjelasan-penjelasan tugas, motivasi dan arahan-arahan 
kepada bawahan masih berkesan mudah, dan bisa 
ditanggapi dengan baik oleh mereka. Bawahan juga tentu 
bisa berkomunikasi dengan atasan. Komunikasi dari 
bawah ke atas sangat penting, dari situ kita atasan bisa 
menerima pertanggungjawaban kerja, laporan-laporan, dan 
saran-saran dari mereka.” 
 
Hal yang senada juga ditambahkan oleh Bapak Andi Munawir, 
S.Kom selaku Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota 
Tual: 
“Komunikasi dan transmisi informasi berjalan baik. Kita 
dapat memahami dengan jelas instruksi-instruksi yang 




Bapak Yusuf seorang pegawai operasional di seksi sistem informasi 
administrasi kependudukan mengenai komunikasi di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual menyatakan bahwa: 
“Baik sih, tapi ya segan-segan juga dengan atasan kita, 
ruang dan kesempatan untuk bisa berkomunikasi juga 
tidak banyak, sehingga komunikasi dari bawah ke atas ya 
saat-saat diperlukan saja. Saya tetap berkomunikasi 
dengan atasan dalam bentuk yang formal seperti dalam 
memberi laporan kerja dan menanyakan hal-hal yang 
kurang jelas dari pekerjaan.” 
 
Selain itu, Bapak Andi Munawir, S.Kom juga menjelaskan bahwa: 
“... banyak pihak yang ikut terlibat didalam proses 
implementasi SIAK ini. Salah satu contoh adalah pada 
saat terjadinya sosialisasi untuk masyarakat. Dikarenakan 
Kota Tual merupakan daerah yang masih sangat kental 
mengenai adat dan keagamaannya, maka pemerintah 
merasa baik untuk melibatkan para pemuka agama sebagai 
mediator untuk melaksanakan sosialisasi kepada 
masyarakat. Dan diluar itu dinas kependudukan dan 
catatan sipil juga menjalin kerjasama dengan pihak lain 
contohnya adalah provider yang menyediakan 
pengembangan jaringan untuk pengelolaan SIAK.” 
 
Bapak Bakry Kabalmay, SE juga mengungkapkan komunikasi yang 
tejalin di antara dinas kependudukan dan catatan sipil dengan pihak di 
luar dinas itu: 
 “Komunikasi yang kami jalin sejauh ini sudah cukup 
baik. Sudah beberapa kali kami mengundang mereka 
dalam rapat, agar mereka juga mengetahui apa yang 
menjadi tujuan utama dari diadakannya kebijakan ini. 
Komunikasi yang kami lakukan ini juga dengan maksud 







Selain itu, Bapak Bakry Kabalmay, SE juga mengungkapkan bahwa:  
“Kami selalu berusaha untuk tetap berkoordinasi antar 
satu bidang dengan bidang yang lain. Karena untuk 
melaksanakan program SIAK itu sendiri harus tetap 
melibatkan hampir semua bagian dalam dinas ini. Dimulai 
dari bagian paling bawah yang bertugas untuk menerima 
formulir yang telah diisi oleh masyarakat hingga tingkat 
paling atas yaitu kepala dinas yang bertugas untuk 
memberikan tanda tangan. Jadi dapat dikatakan bahwa 
komunikasi harus lah tetap terjalin dengan baik, agar 
koordinasi antar bagian dapat berjalan dengan baik pula.” 
 
SIAK sebagai suatu program untuk meningkatkan kualitas data 
kependudukan tentu saja memerlukan partisipasi masyarakat supaya 
mendaftarkan perihal-perihal yang dibutuhkan untuk kelengkapan data 
administrasi kependudukan di daerah, baik untuk kebutuhan pemerintah 
maupun kebutuhan masyarakat sendiri. Pernyataan Bapak Andi 
Munawir, S.Kom mengenai sosialisasi yang diadakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual yang menyatakan bahwa: 
“Sosialisasi dengan masyarakat dilakukan dengan 
berbagai cara. Ada yang berupa sosialisasi secara langsung 
kepada masyarakat. Dimana petugas dari dinas 
kependudukan dan catatan sipil langsung memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu SIAK, 
bagaimana pelaksanaannya dan apa yang menjadi 
fungsinya. Adapula sosialisasi yang dilakukan melalui 
mediator seperti pemuka-pemuka agama. Disini 
pemerintah menggandeng pemuka agama untuk 
menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar dapat 
membantu pemerintah dalam membuat tertib 
administrasi.” 
 
Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Dahlia, S.Pd, seorang 
gurudi salah satu sekolah negeri di Kota Tual, yang sedang berada di 
lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual; 
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“Ada, saya pernah dapat informasi tentang pendaftaran 
kependudukan dari Bapak Lurah, belakangan juga 
keluarga kita diberi informasi untuk mendaftarkan diri 
dalam pembuatan KTP elektronik ke kantor camat kita, 
serta hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam 
administrasinya.” 
 
Ibu Dahlia, S.Pd juga mengungkapkan bahwa: 
“... setelah disosialisasikan SIAK ada sebagian merespon 
dengan baik dan ada pula yang masih binggung dengan 
tujuan diadakannya SIAK ini. Mereka yang masih 
binggung mengatakan apakah bedanya program ini dengan 
program lainnya. Karena mereka secara realita 
menganggap tidak memberi dampak terhadap kehidupan 
mereka.” 
 
Selain itu, ternyata masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan 
sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual 
mengenai administrasi kependudukan dan SIAK. Berikut pernyataan 
Bapak Anwarudin Sembiri, seorang wirausahawan yang sedang 
mengurusi pendaftaran Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Tual; 
“Saya belum pernah menerima sosialisasi tentang 
administrasi kependudukan dari pihak pemerintah. 
Tentang pentingnya KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain 
kan kita bisa tahu karna dimana-mana selalu dibutuhkan. 
Tapi tentang cara mengurusnya, kemana ngurusnya, apa-
apa yang perlu dipersiapkan, biasanya saya cari informasi 
dari teman-teman saya.” 
 
Bapak Djailani selaku masyarakat yang sedang mengurus berkas di 





“Sejak setahun terakhir ini banyak juga masyarakat yang 
merasakan manfaat dari adanya program SIAK ini. 
Mereka merasa sangat terbantu dikarenakan sejak mereka 
memasukkan data kependudukan mereka lewat program 
SIAK mereka juga secara tidak langsung telah membantu 
pemerintah dalam memberikan berbagai program bantuan 
yang ditujukan bagi masyarakat. Jadi dampaknya, 
masyarakat tidak perlu lagi repot dalam mengurus surat-
surat lainnya.” 
 
Selain itu, Bapak Andi Munawir, S.Kom yang menyatakan bahwa: 
 “Sejauh ini belum ada hambatan yang begitu berarti 
dalam komunikasi terhadap masyarakat. Masalah yang 
paling berat adalah dalam penyampaian informasi tentang 
administrasi kependudukan kepada masyarakat. 
Dikarenakan hampir sebagian besar penduduknya adalah 
petani dan berpendidikan rendah, mengakibatkan 
penyampaian informasi harus lebih mendetail.” 
 
d. Karakteristik agen pelaksana 
Dalam mengimplementasikan SIAK, kemampuan dan kompetensi 
dari orang yang akan melaksanakannya merupakan salah satu hal yang 
tidak kalah pentingnya. Malah dapat dikatakan bahwa agen pelaksana 
merupakan pihak yang terpenting dalam menjalankan program ini. 
Karena merekalah yang nantinya akan menjalankan program SIAK ini 
nantinya. Dari itu peneliti bertanya kepada Bapak Bakry Kabalmay, SE 
yang menyatakan bahwa: 
“Orang-orang yang menjalankan program ini atau yang 
disebut dengan operatornya adalah orang-orang yang 
sudah mempunyai keahlian dibidang teknologi informasi 
sehingga mereka dapat menjawab tantangan dari program 
tersebut. Akan tetapi juga terdapat pegawai yang hanya 
sekedar membantu saja dan tidak terlibat langsung dalam 





Bapak Bakry Kabalmay, SE juga menyatakan bahwa: 
“Pembagian tugas dan wewenang telah diatur sedemikian 
rupa sehingga diupayakan untuk meminimalisir kesalahan 
kerja yang terjadi diantara pegawai. Pembagian tugas 
seperti pegawai yang khusus melakukan sosialisasi dan 
penyuluhan terhadap masyarakat, pegawai yang betugas 
untuk membantu masyarakat dalam mengisi formulir atau 
blanko data kependudukan, pegawai yang bertugas untuk 
mengambil foto dari masyarakat, pegawai yang bertugas 
untuk memverifikasi kelengkapan data kependudukan, 
pegawai yang bertugas menjadi operator untuk menginput 
data serta pegawai yang bertugas untuk mencetak data 
kependudukan tersebut. Ini merupakan pembagian tugas 
dalam mengimplementasikan program ini.” 
 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Andi Munawir, S.Kom 
yang menyatakan bahwa: 
“Implementor sebelum terjun secara langsung di dinas 
terlebih dahulu menjalani pelatihan khusus mengenai 
teknologi informasi sehingga seperti telah disebutkan di 
atas mereka nantinya dapat menjawab tantangan dari 
program tersebut. Bahkan untuk pelatihan tersebut 
pemerintah daerah telah menyediakan anggaran pelatihan. 
Memang tidak semua pegawai mendapatkan pelatihan 
tersebut, hanya beberapa orang saja yang terlibat secara 
langsung dalam operating system saja.” 
 
Selain itu, Bapak Andi Munawir, S.Kom menjelaskan bahwa:  
“Didalam setiap program pasti ada mengalami kendala. 
Memang kendala mengenai SDM dalam dinas tidak terlalu 
besar, akan tetapi jika tidak ditanggulangi secara serius 
akan berakibat fatal. Salah satu yang paling mencolok 
adalah terbatasnya pegawai yang dapat menjalankan 
program komputerisasi sehingga jika pegawai yang 
bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan apapun 
maka sistem itu tidak dapat dijalankan. Dan jika ini 
berlanjut secara terus menerus maka program SIAK di 






Bapak Andi Munawir, S.Kom juga menyatakan bahwa: 
“Saat ini langkah yang dianggap sangat strategis untuk 
mengatasi kendala tersebut adalah dengan melatih 
pegawai-pegawai muda untuk memahami praktik 
komputerisasi dan informasi teknologi. Dalam hal ini di 
khusus kan bagi pegawai-pegawai muda adalah agar 
mereka dapat lebih fokus dalam proses pelatihan tanpa 
memikirkan keluarga yang mereka tinggalkan. Pelatihan 
biasanya diadakan di luar dari Kota Tual sehingga 
memaksa pegawai untuk meninggalkan keluarganya. 
Maka kami mengambil kebijakan agar pegawai muda 
yang belum berkeluarga saja yang ikut dalam pelatihan 
tersebut.” 
 
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan 
a. Faktor pendukung dalam implementasi SIAK di Disdukcapil Kota Tual 
Provinsi Maluku 
Bapak Bakry Kabalmay, SE menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 
menjadi pendukung dalam impelentasi SIAK yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal adalah: 
“Faktor yang pertama regulasi yakni landasan hukum 
berupa perda, karena dalam mengimplementasikan SIAK 
diperlukan patung hukum yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi daerah. Kedua telah dibentuknya dinas 
kependudukan sebagai lembaga atau organisasi yang 
melaksanakan implementasi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Ketiga tersedianya 
sarana dan prasarana berupa komputer baik perangkat 
keras maupun perangkat lunak yang bersumber dari 
bantuan pusat maupun pengadaan daerah. Keempat, 
adanya dukungan dari stakeholder seperti legislatif, 
pemerintah kabupaten maupun caman dan lurah yang ikut 





b. Faktor penghambat dalam implementasi SIAK di Disdukcapil Kota Tual 
Provinsi Maluku 
Bapak Bakry Kabalmay, SE menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 
menjadi penghambat dalam impelentasi SIAK yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal adalah: 
“Kalau yang menghambat kondisi geografis Kota Tual 
yang jarak yang cukup jauh yang belum ditunjang dengan 
sarana transportasi yang memadai. Kedua, terbatasnya 
sumber daya manusia sebagai petugas dan kurangnya 
jumlah personil yang mempunyai kemampuan dibidang 
teknologi informasi. Ketiga, belum tersedianya jaringan 
komunikasi data dan komputer SIAK di tingkat kecamatan 
dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
adminduk, sehingga penduduk mengurus jika diperlukan 
dan pengisian formulir pendaftaran penduduk tidak selalu 
sesuai dengan dokumen kependudukan yang telah ada 
sehingga sering terjadi perbedaan.” 
 
Bapak Andi Munawir, S.Kom menjelaskan bahwa: 
“Kendala yang dihadapi adalah tidak semua jenis data 
penduduk yang ada dalam database dapat ditampilkan 
seperti jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, 
akta perkawinan, kepemilikan paspor dan lain-lain. 
Walaupun susunan database tersusun sistematis akan 
tetapi kelengkapan data tidak lengkap hal ini dikarenakan 
semua komponen yang ada padaformulir tidak diisi, 
sehingga tidak dapat direkam dalam database.” 
 
C. Pembahasan 
1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
Dalam bab ini akan dipaparkan tentang penganalisaan dari seluruh data 
yang diperoleh selama penelitian, baik melalui studi kepustakaan 
wawancara maupun melihat dengan langsung fenomena yang ada kaitannya 
dengan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di 
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lapangan, maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data yang ada dan 
fakta yang didapat. 
Dilihat dari aspek implementasi sistem informasi administrasi 
kependudukan dalam hal ini akan dikaji berdasarkan Subarsono (2005:99) 
menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan proses implementasi sistem 
informasi dipengaruhi oleh: 
a. Standart dan sasaran kebijakan 
Standar dan sasaran kebijakan yang tercakup dalam Implementasi 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari beberapa 
hal yaitu proses tahapan pelaksanaan, manfaat apa yang diterima oleh 
masyarakat serta apa yang menjadi hambatan pelaksanaan implementasi 
ini. 
Tahapan pelaksanaan merupakan sebuah mekanisme untuk mengatur 
bagaimana sebuah program itu dijalankan. Dimana ada petunjuk alurnya 
dimulai dari mana proses awal hingga tahap akhir selesai dilakukan. 
Tidak terkecuali dengan Implementasi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual. 
Dimana pelaksanaan program ini sudah diatur mekanismenya yaitu 
dimulai proses sosialisasi berbagai program yang ada kaitannya dengan 
SIAK di dinas, dilanjutkan pengisian blanko yang dilakukan oleh 
masyarakat hingga pengeluaran data kependudukan oleh dinas tersebut. 
Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat 
dikatakan bahwa tahapan Implementasi Sistem Informasi Administrasi 
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Kependudukan ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik di Kota 
Tual. Karena belum setiap tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur 
dalam petunjuk pelaksanaan. Tahapan pertama, sosialisasi yang 
dilakukan oleh dinas belum dapat dikatakan maksimal. Jika dibandingkan 
dengan biaya operasional yang telah dianggarkan untuk sosialiasi maka 
dapat dikatakan kegiatan ini belum maksimal. Hal ini didukung dengan 
keadaan nyata dimasyarakat, bahwa belum semua masyarakat yang 
memahami apa itu SIAK serta apa itu kegunaannya. Maka dari itu untuk 
tahapan pertama dapat dikatan belum terlaksana dengan baik. 
Tahapan kedua, pengisian blanko yang dilakukan sendiri oleh 
masyarakat juga belum juga dapat dikategorikan baik. Ini semua 
merupakan dampak secara tidak langsung dari kurang berjalan dengan 
baiknya proses sosialisasi kepada masyarakat. Karena dalam proses 
sosialisasi itu seharusnya juga petugas menjelaskan apa itu SIAK serta 
bagaimana proses pelaksanaannya termasuk pengisian formulir atau 
blanko data kependudukan. Selain dari itu juga terdapat beberapa alasan 
lain mengapa tahapan ini tidak berjalan dengan baik, yaitu rendahnya 
pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengisian formulir 
untuk data kependudukan tersebut. Akan tetapi masalah ini dapat diatasi 
dengan bantuan atau penempatan petugas pada loket-loket hingga 




Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemprosesan data tersebut. Pada 
tahapan ini, pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil telah berusaha semaksimal mungkin. 
Terbukti dinas telah berusaha membuat standar mutu pelayanan mereka 
bahwa data kependudukan akan siap dalam jangka waktu 3 hari untuk 
Kartu Tanda Penduduk, dan 2 hari Kartu Keluarga serta tidak dipungut 
biaya. Sedangkan untuk pemprosesan data kependudukan untuk 
pembuatan akta kelahiran, akta kematian, serta akta perkawinan waktu 
paling lama adalah 2 hari dan biayanya tergantung dengan status dari 
kewarganegaraan masyarakat tersebut. 
Dari pernyataan di atas dapat diambil sebuah gambaran bahwa 
pelaksanaan proses tahapan implementasi SIAK di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Tual telah berupaya semaksimal mungkin, 
walaupun belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini didukung oleh hasil 
wawancara yang dilakukan mengenai bagaimana proses sosialisasi 
hingga proses pembuatan data kependudukan tersebut. Penyataan 
tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Tual bahwa pelaksanaan program ini belum maksimal. 
Keberhasilan ataupun kekurangan dalam setiap tahapan program ini 
dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Implementasi 
SIAK selanjutnya. Kelancaran pelaksanaan setiap tahapan implementasi 
SIAK tidak terlepas dari peran dan juga kerjasama antar pihak pelaksana 
dan juga masyarakat. Sasaran Implementasi SIAK ini adalah pencapaian 
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tertib administrasi. Tertib administrasi yang dimaksud adalah setiap 
warga negara yang telah dianggap dewasa atau cukup umur, memiliki 
identitas yang resmi dan terdaftar di Depdagri. Serta setiap peristiwa 
kependudukan yang ada di Kota Tual di daftarkan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini mengindikasi bahwa sasaran dari 
program ini belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan tujuannya. 
Sedangkan berbicara mengenai manfaat yang dirasakan oleh 
masyarakat dari implementasi SIAK ini adalah mereka dapat dengan 
cepat mengurus data kependudukan yang mereka perlukan tanpa harus 
membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Disisi lain dengan 
implementasi SIAK ini diharapkan bahwa Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil akan menjalin kerja sama dengan dinas lain yang terkait 
dalam berbagai program yang telah dibuat pemerintah. Sebagai contoh 
jika Dinas Kesehatan ingin membuat program pengobatan gratis, maka 
data penduduk yang dapat menerima program tersebut dapat diambil 
langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akan tetapi untuk 
manfaat ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat. 
b. Sumber Daya 
Di samping standar pelaksanaan dan sasaran implementasi SIAK, 
yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi adalah 
masalah sumber daya. Karena sumber daya merupakan merupakan faktor 
utama dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu program. 
Tak terkecuali dengan dana yang dibutuhkan, peralatan yang akan 
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digunakan selama proses implementasi hingga sumber daya manusia 
yang tergolong mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas serta 
tanggung jawabnya. 
Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis serta 
melihat kenyataan yang ada liat di lapangan maka dapat dinyatakan 
bahwa sumber daya baik dana, peralatan dikategorikan sudah baik. Dapat 
dilihat dari ketersediaan peralatan (sarana dan prasarana) yang digunakan 
selama proses implementasi SIAK telah ada dan dalam kondisi yang 
baik. Baik dana yang dibutuhkan telah dianggarkan dalam anggaran 
belanja dan pendapatan daerah. 
Demikian juga dengan sumber daya manusia yang melaksanakan 
program itu dimulai dari proses sosialisasi, hingga tahap akhir juga dapat 
dikatakan baik. Hanya saja masih tetap terus dilakukan pembenahan agar 
dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat. Sumber daya harus tetap 
mendapat pelatihan dan penambahan personil yang berkompeten 
dibidangnya. Agustino (2006:142) menjelaskan bahwa sumber daya 
merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan 
pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber 
tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu implementasi yang 
dibuat oleh pemerintah. 
c. Komunikasi 
Sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan 
harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan perintah 
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untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, sehingga mereka bekerja 
dengan memiliki wewenang masing-masing. Disini peran komunikasi 
sangat penting untuk mensinegikan setiap aktifitas. Komunikasi 
merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten, 
menyeluruh serta koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam proses 
implementasi dan bentuk koordinasi yang dilakukan apakah koordinasi 
horizontal, vertikal, maupun diagonal. 
Kemudian agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang 
tanggung jawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah program 
mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komunikasi dalam 
implementasi SIAK meliputi komunikasi internal pelaksana dan 
komunikasi eksternal dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat dan 
hubungan dengan dinas atau institusi lain. Komunikasi antar pelaksana 
implementasi SIAK dapat dilihat dari bagaimana koordinasi dan juga 
kerja sama antar pelaksana. Dan secara umum komunikasi antar 
pelaksana dapat dikatakan sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. 
Dimana antar pihak saling memberikan informasi, masukan dan juga 
sering terlibat dalam pembahasan permasalahan yang menyangkut 
implementasi SIAK. 
Hal ini didukung dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa 
pihak yang terlibat dalam implementasi SIAK sudah menunjukkan 
komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang lancar. Dimana ada 
kejelasan, pihak mana yang harus melapor pada siapa, serta bagaimana 
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koordinasi dan kerjasama untuk memberikan pelayanan yang baik dalam 
bidang administrasi kependudukan. Sedangkan komunikasi eksternal 
yaitu koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat. Komunikasi 
eksternal yang dibangun antar para pelakasana dengan masyarakat sudah 
ada akan tetapi belum berjalan efektif dan baik. Hal ini dapat dilihat dari 
masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui tentang 
program ini, apa yang menjadi tujuannya, bagaimana prosesnya serta 
manfaat yang mereka alami. 
Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan seksi 
informasi administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa sosialisasi 
yang dilakukan untuk masyarakat dinilai kurang efektif. Dari itu untuk 
itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat sebuah terobosan 
sosialisasi dengan berkoordinasi dengan pemuka-pemuka agama serta 
pemuka adat, karena adanya stigma yang tertanam dalam masyarakat 
untuk lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh pemuka agama dan 
pemuka adat mereka. Diharapkan dengan adanya terobosan ini akan lebih 
mensukseskan program ini. 
Komunikasi eksternal lainnya adalah koordinasi yang dijalin dengan 
dinas lain. Untuk komunikasi eksternal ini sudah dijalankan melalui 
koordinasi dengan beberapa dinas lain. Akan tetapi belum akuratnya data 
mengakibatkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dikarenakan 
seharusnya dinas menjalin koordinasi dengan dinas lain untuk 
mengintegrasikan berbagai data kependudukan dalam rangka 
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melanjutkan berbagai program pembangunan. komunikasi memegang 
peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi. Wahab 
(2005:77) mengungkapkan bahwa koordinasi bukanlah sekedar 
menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun 
membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan 
menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik 
pelaksanaan implementasi. Selain itu, komunikasi memiliki beberapa 
macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian 
informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Widodo, 
2007:97). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya 
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 
sebaliknya. 
Dari hasil pengamatan penulis dari proses sosialisasi dan berbagai 
koordinasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan komunikasi telah 
dilakukan dan dikerjakan dengan baik, akan tetapi harus tetap 
dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan utama dari berjalannya 
program ini. 
d. Karakteristik Agen Pelaksana.  
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 
organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi SIAK. Hal ini 
sangat penting karena implementasi SIAK akan sangat banyak 
dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 
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pelaksana. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi SIAK 
perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. 
Semakin luas cakupan implementasi SIAK, maka seharusnya semakin 
banyak pula agen yang dilibatkan. 
Dalam implementasi SIAK, agen pelaksana yang mengoperasikan 
SIAK dibagi menjadi dua, yaitu operator dan administrator. Operator, 
ditempatkan pada setiap bidang. Namun, tidak semua bidang terdapat 
operator SIAK. Berdasarkan hasil penelitian, pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tual bidang yang ditempatkan petugas 
operator adalah Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, Bidang 
Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta ditambah dengan 
operator yang ditempatkan di Tempat Perekaman Data Kependudukan 
(TPDK) yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Tual. Sedangkan bidang 
Pengendalian Penduduk dan Sekretariat tidak memiliki petugas operator.  
Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tual memiliki 6 
operator SIAK yang ditempatkan pada masing-masing bidang dan 
ditambah dengan 2 operator pada setiap kantor TPDK di Kota Tual. 
Sedangkan untuk administrator SIAK, hanya terdapat 1 petugas. Hal 
tersebut karena menyangkut kerahasiaan dan tugas yang berbeda dengan 
operator. Menurut narasumber, tugas dari operator yaitu menginput dan 
mengakses data kependudukan untuk selanjutnya dicetak menjadi 
dokumen kependudukan. Sedangkan tugas dari administrator yaitu untuk 
mengolah database kependudukan, melakukan perubahan data apabila 
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terjadi kesalahan serta melakukan pemeliharaan database secara berkala. 
Dapat disimpulkan bahwa untuk hak akses, administrator memiliki hak 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan operator. 
Berkaitan dengan kerahasiaan dan hak akses, tidak semua pegawai 
berhak untuk mengakses data SIAK. Hal tersebut sudah diatur 
kewenangannya. Hanya petugas operator dan administrator yang 
memiliki hak untuk mengakses. SIAK dilengkapi dengan log-in 
password sehingga hanya petugas yang berwenanglah yang bisa 
mengakses sesuai dengan username dan password masing-masing. 
Sebagai program yang bersifat teknis, para petugas operator SIAK 
diberikan pelatihan dengan istilah bimbingan teknis untuk mengetahui 
operasionalisasi SIAK. Untuk bimbingan teknis, Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tual mengadakan beberapa kali. Hal tersebut 
karena seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan aplikasi SIAK 
beserta peningkatan kualitas jaringan dan infrastruktur yang menjadi 
semakin baik. 
Selain bimbingan teknis juga diadakan peningkatan kemampuan 
SDM. Peningkatan kemampuan SDM dilakukan setiap 6 bulan sekali 
yang di laksanakan oleh para operator SIAK dinas dan TPDK. 
Pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan diskusi atau sharing 
pengalaman dan kesulitan kesulitan yang dihadapi selama penerapan 
SIAK di lapangan.  
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Agen pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tual dalam penerapan SIAK sudah baik. Dengan diadakannya 
pendidikan dan pelatihan pegawai dalam bentuk bimbingan teknis akan 
meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan SIAK. Selain 
itu juga diadakan peningkatan kemampuan SDM setiap 6 bulan sekali 
dengan melakukan sharing mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. 
 
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi SIAK  
a. Faktor Pendukung 
1) Regulasi  
Tahap pertama dalam pelaksanaan SIAK adalah adanya landasan 
hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam implementasi SIAK. Implementasi SIAK 
merupakan kebijakan pemerintah pusat dan menurut peraturan 
perundang-undangan yang ada harus dilaksanakan di daerah tertentu 
2) Penataan Kelembagaan 
Salah satu bagian dalam mengimplementasikan SIAK yakni 
diperlukan badan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan 
tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan ini merupakan instansi 
pelaksana dalam menyelenggarakan urusan adminduk. 
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Dukungan implementasi SIAK di KotaTual yang berasal dari 
Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi 
Kependudukan telah memberikan bantual stimulan berupa sarana dan 
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prasarana utama serta pendukung SIAK yang diserahkan kepada 
Pemerintah Kota Tual diantaranya beberapa perangkat komputer dan 
peralatan lain yang mendukung. 
4) Dukungan Stakeholder 
Dukungan stakeholder sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan 
sangat diperlukan dalam proses implementasi SIAK. Adanya 
dukungan stakeholder akan mempermudah atau memperlancar 
implementasi SIAK. Bentuk dukungan stakeholder 
padaimplementasiSIAK di Kota Tual baik dari pihak legislatif 
maupun pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Tual. 
Dukungan dari Pemerintah Kota Tual yang telah menyediakan 
anggaran dalam rangka implementasi SIAK. Implementasi SIAK juga 
mendapat dukungan dari para camat, kepala desa/lurah serta tokoh 
masyarakat dengan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. 
b. Faktor Penghambat 
1) Kondisi Geografis 
Terbatasnya infratruktur yang memadai seperti sarana jalan raya dan 
transportasi yang kurang memadai bagi masyarakat untuk mencapai 
tempat pelayanan administrasi kependudukan. 
2) Sumber Daya Manusia  
Belum tersedianya petugas registrasi di tingkat desa/kelurahan 
sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya pencatatan dan 
perubahan biodata penduduk, pencatatan dan pelaporan peristiwa 
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kependudukan seperti perpindahan penduduk antar desa atau 
kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kota, 
antar kota dalam satu provinsi atau antar provinsi. 
3) Belum tersedianya jaringan komunikasi data di tingkat kecamatan  
Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tual 
untukmenyediakan komputer SIAK di kecamatan dan letak geografis 
yang berupa lautan dan terpencar sehingga cukup sulit untuk 
membangun jaringan komunikasi data. Hal lainnya dikarenakan 
terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelola teknologi 
informasi dan komunikasi serta terbatasnya sumber daya listrik yang 
dapat digunakan. 
4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Administrasi 
Kependudukan 
Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi SIAK adalah 
kurang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya adminduk. 
Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa adminduk dan 
dokumen kependudukan bukanlah merupakan hal yang pentinng, ini 
terjadi bahwa masyarakat mengajukan pengurusan dan penerbitan 
dokumen kependudukan pada saat diperlukan. Masyarakat masih 
banyak yang belum mengetahui tentang tata cara dan persyaratan 
dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 
sehingga pada saat harus sesuai prosedur dan tata cara yang telah 
ditetapkan, masyarakat merasa dipersulit. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu 
1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku. 
a. Standar dan sasaran kebijakan 
Standar dan sasaran kebijakan SIAK di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Tual belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal 
ini dikarenakan belum setiap tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur 
dalam petunjuk pelaksanaan. 
b. Sumber Daya 
Ketersediaan sumber daya baik dilihat dari ketersediaan peralatan (sarana 
dan prasarana) yang digunakan selama proses implementasi SIAK telah 
ada dan dalam kondisi yang baik. Demikian juga dengan sumber daya 
manusia yang melaksanakan program SIAK juga dapat dikatakan baik, 
akan tetapi dioptimalkan lagi agar sumberdaya yang ada lebih 
berkompeten dalam melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat terkait adminduk. 
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c. Komunikasi dan penguatan aktivitas 
Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Tual dalam penyampaian informasi terkait implementasi SIAK 
sudah berjalan dengan baik dan efektif, akan tetapi harus tetap 
dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan utama dari berjalannya 
program tersebut. 
d. Karakteristik Agen Pelaksana 
Karakteristik agen pelaksana SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Tual secara umum struktur organisasi, pembagian tugas dan 
wewenang, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang 
telah diatur sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada 
kekurangan-kekurangannya. 
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi SIAK di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku 
a. Faktor Pendukung 
1) Regulasi  
Pelaksanaan SIAK memilikin landasan hukum atau peraturan 
perundang-undangan serta perda yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam implementasi SIAK. 
2) Penataan Kelembagaan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan merupakan instansi pelaksana 
dalam menyelenggarakan urusan adminduk yang diatur dalam 
PeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2007 
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3) Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana utama dengan baik yang digunakan 
sebagai pendukung SIAK beberapa perangkat komputer dan peralatan 
lain yang mendukung implementasi SIAK di Kota Tual. 
4) Dukungan stakeholder 
Dukungan stakeholder sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan 
sangat diperlukan dalam proses implementasi SIAK. Selain  dukungan 
baik dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif dalam hal ini 
Pemerintah Kota Tual, dukungan dari para camat, kepala desa atau 
lurah serta tokoh masyarakat sangat membantu terutama dalam 
mensosialisasikan kepada masyarakat. 
b. Faktor penghambat 
1) Kondisi geografis 
Kondisi geografis Kota Tual dengan yang jarak yang cukup jauh dan 
belum ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai 
2) Sumber Daya Manusia 
Kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan berbagai 
peralatan informatika yang dipergunakan selama implementasi 
sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan administrasi 
kependudukan. 
3) Belum tersedianya jaringan komunikasi data 
Belum tersedianya jaringan komunikasi data dan komputer SIAK di 
tingkat kecamatan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
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adminduk, sehingga penduduk mengurus jika diperlukan dan 
pengisian formulir pendaftaran penduduk tidak selalu sesuai dengan 




Berdasarkan hasil temuan dilapangan tekait Implementasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, 
maka penulis ingin memberikan masukan atau saran, yaitu: 
1. Untuk lebih mengoptimalkan lagi tahapan-tahapan yang telah dilakukan 
agar sesuai dengan sasaran kebijakan yang ada, mengingat sasaran 
kebijakan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual 
belum berjalan dengan baik. 
2. Sumber daya harus tetap mendapat pelatihan dan penambahan personil yang 
berkompeten di bidangnya agar dapat terus menjawab kebutuhan 
masyarakat. 
3. Diharapkan sebaiknya agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Tual melakukan sosialisasi kebijakan tentang SIAK dengan memanfaatkan 
media informasi seperti Facebook dan Twitter karena mengingat orang lebih 
cenderung mendapatkan informasi secara online ketimbang harus mengikuti 
sosialisasi yang di adakan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. 
4. Lebih memaksimalkan lagi jangka waktu pengurusan dokumen sebisa 
mungkin agar tepat waktu atau bahkan bias lebih cepat karena permintaan 
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kebutuhan masyarakat selalu berdatangan untuk melengkapi data 
administrasi kependudukan. 
5. Memberikan pembinaan dan arahan tugas yang jelas dari pimpinan instansi 
mengenai fleksibilitas atau improvisasi dalam bertugas, mengingat adanya 
kemungkinan munculnya masalah-masalah tidak terduga di tengah 
pelaksanaan implementasi SIAK. 
6. Perlu adanya pengusulan hak akses dari daerah ke pusat dalam proses 
validasi data kependudukan atau penghapusan data kependudukan supaya 
penerbitan adminduk dapat dilakukan dengan cepat, sebab kondisi geografis 
Kota Tual yang memiliki beberapa jumlah kecamatan yang berada di Pulau-
pulau kecil belum ditunjang dengan Sarana transportasi yang memadai. 
7. Membangun kerja sama dengan pihak instansi lain seperti pemerintah 
tingkat kecamatan, pihak pengembangan jaringan internet, komisi pemilihan 
umum (KPU) dan unit pelaksana distribusi bahan pangan subsidi agar dapat 
membantu ataupun membutuhkan data kependudukan dari dinas sehingga 
masyarakat mengetahui akan pentingnya data kependudukan dan tidak 
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